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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Puskesmas 

Tarik Sidoarjo, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Puskesmas Tarik Sidoarjo sudah menerapkan penyajian laporan 

keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

2. Puskesmas Tarik Sidoarjomenyajikan enam komponen laporan keuangan 

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010. Puskesmas Tarik Sidoarjo belum menyajikan Catatan atas 

Laporan. 

3. Puskesmas Tarik Sidoarjo menggunakan basis akuntansi akrual dan kas. 

Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan pada Laporan 

Operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas sedangkan basis kas 

digunakan untuk pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi 

Anggaran, belanja, transfer dan pembiayaan karena dalam penyusunan 

anggarannya juga menggunakan basis kas. 

4. Puskesmas Tarik Sidoarjo mengalami kendala dalam menyajikan laporan 

keuangan pemerintahan yaitu tidak adanya tenaga atau staff di bidang 
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akuntansi dan kurangnya bimbingan teknis maupun pelatihan tentang 

penyajian laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Puskesmas Tarik 

Sidoarjo, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Puskesmas Tariksebaiknya dapat membuat Catatan atas Laporan 

Keuangan dan dapat mempertahankan kinerja laporan keuangan dan 

terus berupaya menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, 

transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai tujuan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010dan sesuai dengan kehendak 

masyarakat pada umumnya dan pengguna laporan keuangan pada 

khususnya. 

2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebaiknya lebih memperhatikan kondisi 

yang mengaharuskan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten sidoarjo 

berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena sangat 

berhubungan dengan peraturan yang mewajibkan menyajikan laporan 

keuangan sehingga perlu dilaksanakan perekrutan tenaga di bidang 

akuntansi dan pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan tentang 

penyajian laporan keuangan. 

 

 

 


